BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN
1. Upaya penyidik dalam menangani kasus skimming
Upaya penganggulangan seluruh kasus tindak pidana selalu
dilakukan secara baik oleh penegak hukum di Indonesia, walaupun
banyak mendapati kendala yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan
yang sudah dibahas pada bab sebelumnya namun kejahatan sepertinya
tidak akan kehabisan akal dalam melakukan tindak kejahatannya. Penyidik
atau tim dari Polresta Padang sudah melakukan upaya yang maksimal
sesuai dengan yang dijabarkan diatas, mulai dari bekerja sama dengan
pihak bank, nasabah, para ahli hingga pemerintah. Akhirnya didapatkan
barang bukti, pelaku dan semua unsur yang ada di dalam kasus ini.
Sehingga kasus bisa diserahkan ke Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana skimming
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana merupakan suatu
perkara yang p erbuatannya dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan
tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa saja yang melanggar aturan tersebut tanpa mengenal latar
belakang pelaku. Penyelasaian perkara pidana merupakan sebagai satu

kesatuan penegakan hukum dalam suatu negara, setidak-tidaknya mengacu



pada asas-asas, tujuan hukum dan juga berpedoman teguh pada falsafah,
konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa yang berlaku.
Mengenai kendala, sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa beberapa
kendala seperti faktor internal dan eksternal terjadi saat penyelesaian kasus
skimming. Mulai dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
skimming, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan hal
lainnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, tindak kejahatan skimming
pada kasus ini ialah modus kejahatan yang meletakan alat scan (skimmer)
pada mulut tempat keluar masuknya ATM ditambah dengan mengganti
salah satu komponen “insert card” dengan bahan fiber dan memasang
kamera kecil dibagian atas pelindung yang ada pada bagian keyword pin
ATM. Skimmer ini digunakan untuk mengambil data nasabah seperti data
yang terdapat pada bagian hitam di kartu ATM dan merekam pin nasabah
yang selanjutnya disalin pada kartu ATM kosong atau palsu. Jika upaya
merekam tidak berhasil, maka pelaku akan mencoba menghubungi korban
agar mendapatkan pasword dari data nasabah yang diambil dengan
berbagai modus penipuan seperti berperan sebagai pihak bank atau pihak
berwajib lain sehingga nasabah percaya dan memberi data nya ke mereka.

Tindak pidana skimming termasuk kedalam tindak pidana khusus
dan diistilahkan sebagai Illegal Access. Dari kasus ini maka dapat dilihat
beberapa pasal dalam UU ITE. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
yang dihitung pada UU ITE ini termasuk kasus yang dikategorikan delik

formal yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya



tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman serta undang-
undang, yang artinya jika pelaku sudah jelas melanggar atau merusak
sesuatu yang disebut dalam UU ITE misalnya merubah sistem pada ATM
atau mengganti komponen ATM yang nantinya akan merugikan orang
banyak, maka pelaku sudah bisa ditindak lanjuti tanpa harus memastikan

adanya orang atau korban yang dirugikan.

B. Saran

Seiring perkembangan zaman, berbagai bentuk kejahatan yang
berhubungan dengan elektronik semakin meningkat. Teknologi, barang-
barang dan komponen yang canggih akan terus bermunculan yang otomatis
peluang melakukan kejahatan pun semakin meningkat juga. Maka dari itu
setelah menjabarkan upaya, kendala serta kesimpulan diatas, penulis memiliki
saran kepada badan hukum diantaranya Pemerintah Daerah yaitu Pemda Kota
Padang, pihak bank bersangkutan dan semua bank serta Polresta Kota Padang
yang menindaklanjuti kasus seperti ini untuk lebih memperbanyak wadah dan
memperluas jaringan agar penanganan kasus yang seperti ini bisa lebih cepat
dan efektif untuk diselesaikan dengan berbagai media pendukung.
Berdasarkan pemaparan dari penyidik atau polisi yang ada di Polresta Padang,
ia berkata bahwa “beberapa kendala dari penyelesaian kasus ini adalah
minimnya saksi ahli dan kurangnya tempat penelitian kasus skimming yaitu
Laboratorium Forensik, sehingga pemeriksaan barang bukti seperti laptop dan
HP dikirim ke Laboratorium Forensik pusat yang ada di Jakarta tepatnya di

Mabes Polri dan menunggu hasilnya kurang lebih satu bulan”.



Oleh karena itu, kejahatan yang terhitung dalam UU ITE harus
mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah atau badan hukum agar
kedepannya tidak banyak pihak yang di rugikan karena kejahatan seperti
ini khususnya tindak kejahatan skimming terbilang baru dan tidak semua
masyarakat paham mengenai ini. Pemerintah atau penegak hukum harus
melakukan tindakan hukum atau upaya penaggulangan mengenai kasus
skimming di ATM atau ditempat yang berkemungkinan bisa terjadi
skimming, dengan menerapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagai peraturan untuk menjerat pelaku tindak
pidana skimming. Kejahatan teknologi atau cyber crime akan semakin
marak terjadi karena itu semua terjadi oleh faktor seperti bisnis,
komunikasi, pendidikan, pemerintahan dan aspek lainnya yang pada
umumnya sudah memakai akses jaringan atau teknologi untuk
mempermudah sistem kerjanya. Maka dari itu untuk kenyamanan
pengguna atau masyarakat perlu adanya perlindungan hukum yang tegas
jika ada orang yang melakukan kejahatan komputer. Himbauan dan
pendekatan pihak berwajib dalam penanganan kasus kejahatan teknologi
kepada masyarakat harus juga lebih diperhatikan seperti pemerintah,
kepolisian dan pihak bank membuat pamphlet atau baliho yang berisi
informasi dan peringatan akan kejahatan yang bisa terjadi di dunia yang
berhubungan dengan ITE seperti edukasi tentang kejahatan ITE, tips-tips
agar terhindar dari kejahatan computer dan hal lain yang bisa diberi

kepada masyarakat. Pemberitahuan atau informasi semacam ini bisa



disebar di jalan utama (berbentuk baliho atau spanduk), di bank atau ATM
bisa di pintu masuk atau di layar ATM yang muncul sebelum nasabah
memasukkan pin, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan
lain sebagainya, media elektronik, media cetak, atau pusat informasi yang
banyak diakses oleh masyarakat sekarang ini.

Pihak berwajib juga harus lebih memperhatikan bakat-bakat yang
dimiliki masyarakat khususnya di bidang IT dan membuka lowongan
pekerjaan untuk itu seperti menjadi polisi di bagian IT, bekerja di bank
sebagai pengamanan data atau bekerja disuatu perusahaan yang menangani
seputar IT sehingga pihak berwajib bisa bekerja sama untuk penanganan
kasus seperti ini. Pengamanan tambahan untuk ATM juga diperlukan,
seperti adanya satpam di setiap ATM walaupun hanya ATM yang berada
di SPBU atau satu ATM karena kejahatan bisa terjadi kapan saja jika ada
kesempatan dan kurangnya pengamanan. Pihak bank juga perlu
menambahkan media pendukung keamanan seperti alarm atau jenis alat
peringatan atau bahkan sensor jika ada pelaku yang mencoba merusak dan
merugikan pihak bank. Contohnya jika pelaku tindak pidana skimming
tengah melakukan aksinya, sensor alarm langsung berbunyi sehingga
satpam bisa mengamankan pelaku dan sensor juga langsung terhubung ke
pihak bank dengan demikian penangkapan pelaku akan lebih cepat dan
efektif. Sehingga pihak bank atau kepolisian bisa dengan sigap menangani
kasus dengan tidak membuang waktu lama untuk mencari tahu siapa

pelaku, dimana pelaku atau info mengenai pelaku.
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